
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Bypass, Koba Tlp. (0718) 736034 Kode Pos 33181 Fax (0718)7362018

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/27/DINSOSPMD/2024

TENTANG

PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  1  Peraturan
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan
publik  untuk  menetapkan  dan  menerapkan  standar
pelayanan  publik  untuk  setiap  jenis  pelayanan  yang
ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas
Sosial,  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Desa  Kabupaten
Bangka Tengah Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan
Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Desa
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2000  tentang
Pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten  Bangka  Selatan,  Kabupaten  Bangka  Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  25,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                               1 / 5                               1 / 5



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana  telah
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2012  Nomor  215,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5357;

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  187,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan  Presiden  Nomor  76  Tahun  2013  tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

11. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);
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12. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit
Penyelenggara  Pelayanan  Publik  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

13. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  29  Tahun  2022  tentang
Pemantauan  dan  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 672);

14. Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2016  tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Bangka  Tengah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bangka
Tengah  Tahun  2016  Nomor  240),  sebagaimana  telah
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Daerah
Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Ketiga  atas
Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2016  tentang
Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Bangka  Tengah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bangka
Tengah Tahun 2022 Nomor 306);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

:

:

:

:

KEPUTUSAN  KEPALA  DINAS  SOSIAL,  PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT  DAN  DESA  KABUPATEN  BANGKA  TENGAH
TENTANG PERUBAHAN  STANDAR PELAYANAN DI  LINGKUNGAN
DINAS  SOSIAL,  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  DAN  DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

Standar  pelayanan  di  Lingkungan  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan
Masyarakat  Dan  Desa  Kabupaten  Bangka  Tengah  merupakan
implementasi  dari  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Dinas  Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah,
yang  bersifat  perumusan kebijakan,  koordinasi  dan sinkronisasi
kebijakan serta  monitoring dan evaluasi  kebijakan bidang sosial
dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Standar  pelayanan  sebagaimana  dimaksud  pada  poin  KESATU
digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan
kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat
pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Standar  pelayanan  sebagaimana  terlampir  dalam  lampiran
Keputusan  ini  merupakan  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan
dari Surat Keputusan Kepala Dinas ini.
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KEEMPAT : Keputusan  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan
ketentuan apabila  dikemudian hari  ternyata  terdapat  kekeliruan
dalam  penetapannya  akan  diadakan  perbaikan  sebagaimana
mestinya.

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka 

Tengah.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal  3 Januari 2024
Kepala Dinas

${ttd}

Padlillah, S.Pd.I.,M.H.
NIP 197701022006041004
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STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

N
o

Standar Pelayanan Nomor Dokumen

Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
1 Alat  bantu dan usaha ekonomi produktif  (UEP)

lansia,  anak,  disabilitas  dan  gelandangan
pengemis terlantar di luar panti

SP/ 01/DINSOSPMD/2024

2 Rujukan  lansia,  anak,  disabilitas  dan
gelandangan pengemis terlantar di luar panti

SP/ 02/DINSOSPMD/2024

3 Permakanan  lansia,  anak,  disabilitas  dan
gelandangan pengemis terlantar di luar panti

SP/ 03/DINSOSPMD/2024

4 Penanganan korban bencana alam dan bencana
sosial

SP/ 04/DINSOSPMD/2024

5 Pedampingan ABH SP/ 05/DINSOSPMD/2024

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan
1 Bantuan  sosial  Beras  Sejahtera  Daerah

(RASTRADA)
SP/06/DINSOSOPMD/2024

2 Bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) SP/ 07/DINSOSPMD/2024
3 Bantuan sosial untuk veteran dan legiun veteran

uang dan barang
SP/ 08/DINSOSPMD/2024

4 Usulan  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial
(DTKS);

SP/ 09/DINSOSPMD/2024

5 Penerbitan  Rekomendasi  (pendidikan,  sosial
ekonomi, kesehatan);

SP/ 10/DINSOSPMD/2024

6 Penerbitan izin pengumpulan uang atau barang SP/ 11/DINSOSPMD/2024
7 Penerbitan  terdaftar  Lembaga  Kesejahteraan

Sosial (LKS);
SP/ 12/DINSOSPMD/2024

Kepala Dinas

${ttd}

Padlillah, S.Pd.I.,M.H.
NIP 197701022006041004

Lampiran : Surat  Keputusan  Kepala  Dinas
Sosial  Pemberdayaan  asyarakat
dan  Desa  Kabupaten  Bangka
Tengah

Nomor : 188.47/27/DINSOSPMD/2024
Tanggal : 3 Januari 2024
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